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Sarah Lorenza Fitriani Siagian. Januari 2024. KEDUDUKAN SURAT EDARAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP UNDANG-

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Deden 

Koswara, S.H., M.H. 

 

Salah satu kejadian yang belakangan ini marak terjadi dan menjadi sorotan di 

berbagai kalangan masyarakat adalah dikabulkannya permohonan pencatatan 

perkawinan beda agama oleh sejumlah pengadilan. Di sisi lain, beberapa 

pengadilan justru menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal 

ini menimbulkan adanya disparitas putusan pengadilan yang tentu berimplikasi 

pada adanya ketidakpastian hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama. 

Melihat hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 guna 

memberikan kepastian serta kesatuan penerapan hukum, SEMA No. 2 Tahun 2023 

berpedoman terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1/1974. Sehingga 

isi dari SEMA No. 2 Tahun 2023 ini ialah pada dasarnya pengadilan dilarang 

mengabulkan permohonan pemcatatan perkawinan beda agama. 

 

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU No.23/2006 jo. UU N0. 24/2013. 

Mengenai pencatatan perkawinan beda agama juga telah mendapatkan 

pengaturannya dalam ketentuan Pasal 35 huruf a UU No. 23/2006. Ketentuan 

tersebut merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya 

perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berlainan agama setelah adanya 

penetapan pengadilan. Dengan hadirnya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang seolah-olah 

menganulir Pasal 35 huruf a UU No. 23/2006. Dengan demikian timbullah suatu 

pertanyaan terkait bagaiamana sebenarnya kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 

terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 

 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui kedudukan 

SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta untuk mengetahui apakah 

SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat dikesampingkan hakim dalam mengadili perkara 

permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian hukumnya yaitu preskriptif 

analitis. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data yang terdiri 

dari data primer dan data sekunder. Analisa data menggunakan teknik studi 

kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet 

baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. 
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Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 

1. SEMA No. 2 Tahun 2023 berfungsi sebagai aturan kebijakan (beleidsregel). 

SEMA No. 2 Tahun 2023 sendiri merupakan peraturan yang dibentuk 

berdasarkan Pasal 79 UU MA dan memiliki kekuatan hukum mengikat yang 

didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU P3. Namun, kedudukan SEMA 

No. 2 Tahun 2023 bukan seperti undang-undang pada umumnya yang masuk 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 

2023 terhadap Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang 

dipersoalkan ialah SEMA No. 2 Tahun 2023 berada dibawah Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan 

sebuah undang-undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara luas. 

2. Dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang menitikberatkan keabsahan 

suatu perkawinan ditentukan oleh ajaran agama dan negara hanya berperan 

sebagai pencatat administrasi. Tentu hal ini menimbulkan adanya dua pilihan 

dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. 

Pertama, hakim dapat menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2023 apabila masing-

masing agama pasangan beda agama melarang perkawinan beda agama. 

Kedua, hakim dapat mengesampingkan SEMA No. 2 Tahun 2023  apabila 

masing-masing agama pasangan beda agama membolehkan adanya praktik 

perkawinan beda agama. Sebab pada faktanya tidak semua agama melarang 

perkawinan beda agama. 
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ABSTRAK 

 

 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan SEMA No. 2 

Tahun 2023 terhadap Pasal 35 huruf a UU No. 23/2006 serta untuk mengetahui 

apakah SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat dikesampingkan hakim dalam mengadili 

perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis 

dengan menggunakan tipe doctrinal research serta pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan 

hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi berdasarkan logika dan 

argumentasi hukum. 

 

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama, pada dasarnya SEMA No. 2 Tahun 

2023 merupakan peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, 

kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan seperti undang-undang pada umumnya 

yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan SEMA No. 

2 Tahun 2023 terhadap Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang 

dipersoalkan ialah SEMA No. 2 Tahun 2023 berada dibawah Undang. Kedua, 

keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh ajaran agama dan negara hanya 

berperan sebagai pencatat administrasi. Tentu hal ini menimbulkan adanya dua 

pilihan dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. 

Pertama, hakim dapat menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2023 apabila masing-

masing agama pasangan beda agama melarang perkawinan beda agama. Kedua, 

hakim dapat mengesampingkan SEMA No. 2 Tahun 2023  apabila masing-masing 

agama pasangan beda agama membolehkan adanya praktik perkawinan beda 

agama. Sebab pada faktanya tidak semua agama melarang perkawinan beda agama. 

 

Kata kunci (keyword): SEMA No. 2 Tahun 2023, kedudukan, keabsahan 

perkawinan. 
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